
,,.._ 

Menimbang: 

Mengingat 

Menetapkan : 

NOMOR : 167/Kab./B.Vll/72 

TENT ANG 
PEDAGANG ECERAN OBAT, 

MENTE RI KESEHAT AN REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa persyaratan tentang Pedagang Kecil Berijin seperti disebut 
dalam Surat Keputusan D.V.G. tanggal 9 Desember 1938 No . 43311/ 
AZ/F sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kefarmasian de­
wasa ini dan olch karenanya perlu diganti. 

I. 
2. 
3. 

Undang-undang Pokok Kesehatan; 
Undang-undang Farmasi : 
Undang-undang Obat Keras: 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN MENTER! KESEHTAN TENTANG PEDAGANG 

ECERAN OBAT. 

Pasal I 

Yang dimaksud dengan Pedagang Eceran Obat dalam Peraturan ini adalah Orang atau 
Badan Hukum Indonesia yang memiliki ijin untuk menyimpan Obat-obat Bebas dan 
Oh~t..nh~t RP.h~c: TPrh~t~c: (rl~ft ::.ir W) 11nt 11 k- rti; 11~l C:Pr~"~ PrPr~n rfl tPmn~t t~rtP.ntn . ~ . . .. , 
sebagaimana tercantum dalam suarat ijin. 

Pasal 2 

(I). Pedagang Eceran Obat menjual Obat-obat Bebas dan Obat-obat Bebas Terbatas 
dalam bungkusan dari pabrik yang membuatnya secara eceran . 

(2). Pedagang Eceran Obat harus menjaga agar obat-obat yang dijual bermutu baik 
dan berasal dari pabrik-pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi yang mendapat 
ijin dari Departemen Kesehatan. 

Pasal 3 

Pedagang Eceran Obat dapat diusahakan oleh Perusahaan Negara , Perusahaan Swasta 
atau Perorangan . · 

Pasal 4 

(I). Pertanggungan jawab tehnis farmasi terletak pada seorang Asisten Apoteker. 
(2). Setiap pergantian penanggung jawab harus segera dilaporkan kepada Direktorat 

Farmasi Daerah Propinsi setempat. 

Pasal 5 

Untuk mendirikan Pedagang Eceran Obat harus ada ijin dari Kepala Daerah setempat 
dengan memperhatikan saran-saran Kepala Dinas Kesehatan Daerah setempat sesuai 



...... 

; 

:an bunyi pasal 6 Ordonansi Obat Keras. 

Pasal 6 

. a setiap pengeluaran ijin satu lembar turunan ijin harus dikirimkan kepada Direk­
at Jendral Farmasi dan satu lembar dikirirn kepada Kepala Direktorat Farmasi 
erah Propinsi setempat. 

Pasal 7 

rmohonan ijin Pedagang Eceran Obat harus diajukan secara tertulis dengan disertai : 
Alamat dan denah tempat usaha . 
Nama dan alamat pemohon. 
Nama dan alamat asisten apoteker. 
Turunan ijazah dan surat ijin kerja asisten apotcker. 
Surat pemyataan kesediaan bekerja asisten apoteker. 

Pasal 8 

(1). Pedagang Ece ran Obat harus memasang papan dengan tulisan "Toko Obat Berijin" 
tidak menerima resep dokter dan namanya di depan tokonya . Tulisan tersebut 
harus mudah dilihat umum dan di bagian bawah-pojok kanan harus dicantumkan 
namer ijin. 

(2) . Tulisan harus berwama hi tam di atas dasar putih ; tinggi huruf paling sedikit 5 cm 
dan tebalnya p..; i..-.; :~ ~ il<it 5 mm . 

(3). Ukuran pa pan tersebut ayat (I) paling sea1Kil . ! .: !::~: <10 r m dan panjang 60 cm. 

Pasal 9 

Pedagang Eceran Obat dilarang mcnerima atau mclayani rcse_p dokter. 

Pasal I 0 
Pedagang Eceran Obat dilarang membuat obat , mcmbungkus atau membungkus kembali 

obat. 

Pasal 11 

Obat-0bat yang masuk Daftar Obat Bebas Terbatas harus disimpan dalam almari khusus 

dan tidak boleh dicampur dengan obat-obat atau barang-barang lain. 

Pasal 12 
Di depan tokonya, pada iklan-iklan dan barang-barang cetakan Tokok Obat tidak boleh 
memasang nama yang sama a tau menyamai nama. apotik , pabrik ob at a tau pedagang besar 
farmasi, yang dapat menimbulkan kesan seakan-akan Toko Obat terscbut adalah sebuah 
apotik atau ada hubungannya dengan apotik, pabrik farmasi atau Pedagang Besar 
Farmasi. 

Pasal 13 

Apabila ijin batal atau dicabut maka pemilik ijin harus segera menyerahkan surat ijinnya 
kepada yang berwenang. 
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rasw J 4 

S.U•p Podag>ng '°"'" Ob•t Mrus ""'" '""'"" P><i• "m"' "'"""''"yang b"Jdu dan Ya.'lg akan dikeluarkan kemudian . 

PasaJ l 5 

Don.,. dikofo,..lanny. p.,.,_ Mont.,; K,,..,.,. R.l. lnJ mob s.,,,. Kepu1.,,.., 
D.V.G. tanggal 9 Descmber 1938 No. 43311/AZ/F dinyatakan batal. 

PasaJ 16 

Ponotu,on Mom.,; K,,..,..,, R.l. Jru mW.; b"Jdu 3 (Ug>) bW>n "'''"' ""gg'1 dJ. tetapkannya. 

PasaJ J 7 

Pod•.,ng '°""' Ob•t '"'' "'"' m'"d'"'' ljto P•d• "'" "b•fom bed•lruny. P"''"" an ini maka : 

• . S.l.,,,b.i.famb""" '"" '"'"" '"''"' '"'gg'1 botl>k..,,y, P"""'"' lol "''"' memenuhi persyaratan tcrscbut pada pasaJ 8. 

b. Sol.,,,b•<-l•mb""" du, '~'"" ""'"' '"'"" b«/>kuny, Poraturan Jn; '"'"' mo­menuhi persyaratan Yang tersebut pada pasaJ 4. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 28 Agustus 

MENTERI KESEHATAN 
1972. 

R r 
ttd. 

( Prof. G.A. SIWABESSY ) 

Peraturan Menteri Kesehatan ini dikirimkan kepada Yth .: 

1. Sekretaris JenderaJ Departemen Kesehatan R.I. 
2. Inspektur JenderaJ Departemen Kesehatan R.I. 
3. Semua Direktur JenderaJ Departemen Kesehatan R.I. 

4. K•p•fa Bko Hukum don p,;uod.,,g.und•n.,n V.p•rt•mon K'""''"' R.l. 5. Departemen Perdagangan R.I. 
6. Departemen Dalam Negeri R.I. 
7. Semua Pengawas/Kepala Dinas Kesehatan Propinsi. 
8. G.P. Farmasi Indonesia. 
9. P.B'. ISFI. 

10. P.B. PAPHI. 

l J. Humas Departemen Kesehatan untuk diumumkan . 
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